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ASLI

Hal:  Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021

yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tasikmalaya Nomor Urut 4

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi | DARI L0207 L ARAT
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 No. £1./PHP.BUP =41X/20.24
Jakarta Pusat Hari .Q.é(jm.

Tanggal: oL. FEndan 20
Jam @ ./£3:30 WIB

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

1. Nama :  H.Ade Sugianto S.IP
Alamat . Kp. Sukahaji RT.002/RW.011, Singaparna Tasikmalaya
e-mail . arysfadjari@gmail.com
NIK . 3206242602660003

2. Nama : H.Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP
Alamat :  Kp. Paseh RT 004/RW 002, Kec. Pancatengah Tasikmalaya
e-mail : arysfadjari@gmail.com
NIK : 32060400811770003

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, yang berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 18 Januarai 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muchammad Alfarisi SH., M.Hum NIA. 07.10593
2. Dedi Mulyana SH., MH NIA. 03.10019
3. Hendri Sita Ambar K. SH NIA.02.11878
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4., Muhammad Ridwan Saleh SH NIA. 10.01089
5 Febi Hari Oktavianto SH NIA. 013-06878
6. Galih Faisal SH., MH NIA. 19.03189

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Ade Sugianto -
Cecep Nurul Yakin, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Advokat
dan Konsultan Hukum ARKA LAW, yang beralamat di Lantai 38, Tower A Gedung
88 Kota Kasablanka Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan 12870, Email:
arysfadjari@gmail.com, HP. 0813107219179 - 082263044444, www.arkalaw.co;

baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama, bertindak untuk dan atas nama

Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- PIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor
51/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Dr. H. Iwan Saputra SE., - lip
Miptahul Paoz Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020, sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI

L PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Permohonan, sehingga
Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara perselisihan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon. Hal tersebut

dikarenakan:
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1. Objek Permohonan bukan penetapan perolehan suara hasil pemilihan
yang signifikan dan Pokok Permohonan Pemohon tidak menyebutkan
kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga
tidak memenuhi Ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-undang No. 10
Tahun 2016 (UU 10/2016) dan Pasal 2 serta Pasal 8 ayat 3 huruf b [4]
Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 tahun 2020 (PMK 6/2020)

a. Bahwa jika membaca seluruh isi Permohonan Pemohon, ternyata
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat
2 UU 10/2016 dan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat 3 huruf b [4] PMK 6/2020
yang pada pokoknya mengatur bahwa Objek Permohonan adalah
penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat
mempengaruhi penetapan calon terpilih serta Permohonan Pemohon
paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan
Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan
suarayang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang

benar menurut Pemohon.

b. Bahwaisi permohonan Pemohon ternyata bukan tentang kesalahan hasil
penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil
penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon dalam
permohonanan juga tidak bisa menjelaskan dimana saja terjadi
kesalahan rekapitulasi suara dan atau kesalahan hasil penghitungan
suara Termohon, baik pada tingkat TPS, PPK, maupun di rekap tingkat
Kabupaten. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara

yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS, PPK, dan Kabupaten.
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c. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon justru mendalilkan adanya
dugaan pelanggaran yang bersifat administrative pemilihan yang tidak
ada kaitannya dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang
dilakukan oleh Termohon. Padahal dugaan-dugaan pelanggaran yang
bersifat administrative pemilihan selama tahapan pemilihan
berlangsung, merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur
dalam Pasal 138 - Pasal 139 UU 10/2016, serta tuduhan-tuduhan terkait
adanya money politik yang merupakan tindak pidana pemilihan yang
menjadi kewenangan dari Bawaslu dan lembaga penegak hukum, lainnya
yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur
dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 - Pasal 150, dan Pasal 187
A- Pasal 187 D UU 10/2016 dan bukan merupakan kewenangan

Mahkamah Konstitusi.

d.  Tuduhan dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat administrative yang ada
dalam permohonan Pemohon tersebut, pada kenyataannya juga sudah
ditangani oleh Bawaslu Kab. Tasikmalaya dan pelanggaran yang dituduhkan
oleh Pemohon tersebut banyak yang sudah dihentikan oleh Bawaslu karena
tidak terbukti serta beberapa pelanggaran yang sudah selesai penanganya
sampai dengan tingkat Pengadilan Negeri, sebagaimana kami uraikan dalam

jawaban kami pada pokok permohonan.

2.  Petitum Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara

yang benar menurut Pemohon.

a. Dalam Petitumnya, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan
Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 5 PMK 6/2020 yang pada pokoknya mengatur
bahwa Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan

suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan
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suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya, Petitum
Pemohon hanya memuat permintaan untuk mendiskualifikasi Pasangan
Calon nomor urut 1, dan melakukan pemungutan suara ulang dengan tidak
menyertakan Pasangan Calon No.1 dan Pasangan Calon No.3 dan tidak

memuat hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

b.  Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan
Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 5 PMK 6/2020 sehingga tidak bisa diperiksa

dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon
tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal
156 ayat 2 UU 10/2016, Pasal 2, Pasal 8 ayat 3 huruf b angka [4] serta Pasal
8 Ayat (3) Huruf b Angka [5] PMK 6/2020, oleh karenannya Permohonan
Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

Verklaard).

c. Bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi telah mempunyai pendapat yang
tegas dan jelas, terkait dalam hal Petitum Pemohon tidak mencantumkan
hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam suatu
Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan, maka Permohonan harus dianggap
kabur. Hal tersebut antara lain dapat dibaca dalam angka [3.10]
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 251-05-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; yang antara lain menyatakan:

“Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang
benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b
angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan:”

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b.
uraian yang jelas mengenai .. . 4. pokok Permohonan, memuat
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penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang
ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar
menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk
membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh
Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang
benar menurut Pemohon.”

“Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal yang
dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data,
bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan
petitum permohonan Pemohon]. Dengan demikian, telah ternyata permohonan
Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan
angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas
atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil
Pemohon selain dan selebihnya”.

II. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN
PERMOHONAN

Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan
aquo, karena selisih suara antara suara Pemohon dengan Pihak Terkait
sebagai peraih suara terbanyak, melebihi ambang batas yang ditentukan

dalam Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016.

1. Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh dari keterangan Badan Pusat
Statistik Kab. Tasikmalaya, Jumlah penduduk Kab. Tasikmalaya tahun 2020
adalah sebanyak 1.801.882 jiwa (Bukti PT-05), sehingga sesuai dengan
ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka pengajuan Permohonan
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun
2020 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan

Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak memiliki perbedaan paling
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banyak sebesar 0,5 % (Nol koma lima persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kab. Tasikmalaya.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tasikmalaya Nomor: 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XI1/2020 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 adalah sebagai berikut

TABEL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA 2020

NO. PEROLEHAN
NAMA PASANGAN CALON
URUT SUARA
1. H. Azies Rismaya Mahpud, S.E dan H.Haris
221.924
Sanjaya, M.Ipol
Z: H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin 315.332
3. Cep Zamzam Dzulfikar Nur, S.Sos dan Drs. H 113.571
Padil Karsoma, M.Si
4. Dr. H. Iwan Saputra, SE, M.Si dan lip Miptahul 308.259
Paoz
JUMLAH SUARA SAH 959.086
Ambang Batas Selisih Perolehan Suara 0,5% (Nol oY
Koma Lima Persen) Dari Suara Sah ]
3. Bahwa Pemohon dalam Perbaikan Permohonan huruf A telah mengakui
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bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020, tidak memenuhi ambang
batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dimana
Pemohon telah mengakui secara jelas bahwa ambang batas untuk
mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya tahun 2020 adalah paling banyak 0,5% (nol koma lima persen)
dari total suara sah hasil rekapitulasi suara akhir yang ditetapkan KPU Kab.
Tasikmalaya. Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait
adalah 7.073 suara atau sekitar 0,7% (nol koma tujuh persen), sehingga
selisih suara tersebut tidak memenuhi ambang batas sebagaimana

ditetapkan dalam Pasal 158 ayat 2 UU No.10/2016 tersebut di atas.

4.  Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mempunyai pendirian dan sikap yang
tegas untuk tidak mengabulkan Permohonan yang melampaui ambang batas
sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 tersebut. Hal
tersebut karena Mahkamah Konstitusi tidak ingin melanggar Undang-
undang, karena hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan
hukum di Indonesia. Sikap Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan
Permohonan yang melampaui ambang batas tersebut dapat dibaca dalam
banyak pertimbangan hukum - pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi antara lain dalam Putusan Nomor No.16/PHP.BUP-XIV/2016
dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau
Taliabu, Putusan No:1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Tahun 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017,
tanggal 3 April 2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Halmahera Tengah, dan Putusan No.56/PHP.KOT-XVI/2018 dalam

Perselisihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun.

Keterangan pihak terkait Perkara No.51/PHPU.BUP-XIX/2021 8



TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP
ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, JI. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan
email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 — 082263044444

Dalam Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
8/PHP.BUP-XV /2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Halmahera Tengah angka [3.3] huruf b, Mahkamah antara lain

menyatakan :

“Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah
tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN,
sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan
menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan
dalam Putusan Nomor 58/PUU-XII1/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK
1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula,
Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU
PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai
pelaksana (sementara) Undang - Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan
kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang - Undang atau kedudukan
Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari
pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang -
Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang
melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C
ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana
ketentuan Undang - Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh
karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan
dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di
satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan menurut kaidah - kaidah penalaran hukum
sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteksi akuntabilitas
peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak -
pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma
yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk
tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh
jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak - tidaknya sama
kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”
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Begitu juga dalam Pertimbangan Hukum angka [3.3] huruf b Putusan
No:1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017,
Mahkamah kembali juga menegaskan pentingnya ambang batas sesuai Pasal
158 dan pentingnya Mahakamah untuk tidak melanggar ketentuan ambang
batas tersebut dalam memeriksa perselisihan hasil pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota :

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak
mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab
mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang
putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI11/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan
PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula,
Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU
10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana
(sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan
Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah
dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C
UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya
dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan
kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat
(1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan
Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu,
Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih
menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu
pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga
dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan
(judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain
secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan
dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan
permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki
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argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan
argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP- XIV /2016, bertanggal 21
Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang menolak permohonan
yang melebihi ambang batas, kemudian dipertegas kembali dalam putusan
Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai
dengan paragraf [3.3] tersebut juga menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi
untuk menolak permohonan Perselisihan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Madiun, sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum

Putusan No.56/PHP.KOT-XVI/2018.

Bahwa sikap tegas Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan ketentuan Pasal
158 terkait Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan sudah menjadi sikap
Mahkamah sejak awal UU No.1 tahun 2015 berlaku, hal tersebut dapat dilihat
dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-
XII1/2015 tanggal 9 Juli 2015 Point [3.9] angka 1 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015
sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang
mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin
dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di
mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke
Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran

yang wajar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka oleh karena selisih suara
antara Pemohon dengan Pihak terkait melebihi ambang batas yang

ditentukan, maka Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk
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mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 UU
10/2016 oleh karenannya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

IIlI. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH KABUR
Permohonan Pemohon adalah kabur, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonanya banyak mendalilkan tuduhan-
tuduhan tentang adanya penyalahgunaan dana bantuan penanganan Covid-
19 untuk memenangkan Pihak Terkait, yang kemudian Pemohon
menyatakan, akibat penyalahgunaan dana bantuan penanganan Covid-19
tersebut, maka di daerah yang disebut oleh Pemohon, suara Pemohon
menjadi hilang atau berkurang. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam
dalil Perbaikan Permohonan angka 27 halaman 32 - 35 maupun pada dalil
huruf D angka 27 halaman 36 - 37. Hanya saja, Pemohon sama sekali tidak
menjelaskan dengan cara apa suara Pemohon tersebut hilang atau
berkurang? Di TPS atau kecamatan mana saja suara Pemohon tersebut hilang
atau berkurang? Siapa pelaku yang mengurangi atau menghilangkan suara
Pemohon? Dan suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut

berpindah ke siapa atau pasangan calon nomor berapa??

Ketidakmampuan Pemohon menguraikan tentang bagaimana, siapa, dimana
dan kemana suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut, jelas
menunjukan bahwa Pemohon sendiri tidak mengetahui bagaimana dan
dimana suara pemohon hilang atau berkurang sebagaimana dalil Pemohon,

sehingga dalil-dalil tuduhan Pemohon tersebut merupakan dalil tuduhan
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yang kabur serta tidak berdasar fakta yang sebenarnya.

2. Permohonan Pemohon juga kabur, karena antara Posita Permohonan dengan
Petitum Permohonan tidak sinkron. Bahwa dalam Petitum No.4, Pemohon
telah meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS
9 Kecamatan, tanpa mengikutsertakan pasangan Calon No.01 dan Pasangan
Calon No.03. Akan tetapi anehnya, Pemohon dalam positanya sama sekali
tidak menjelaskan apa yang menyebabkan pasangan Calon No.01 dan
Pasangan Calon No.03 tersebut tidak boleh diikutsertakan dalam PSU yang

dimintakan oleh Pemohon dalam petitum No.4 tersebut di atas.

Akan tetapi Pemohon dalam positanya tidak menjelaskan apa alasan-alasan
yang mendasari permintaan agar dilakukan PSU tersebut. Bahwa Pasal 112
UU No.1 tahun 2015 telah memberikan syarat-syarat yang jelas agar dapat
dilakukan PSU yaitu :

(1). Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan
keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat
digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan
pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih
keadaan sebagai berikut:

a.  pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan
penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang
ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan;

b.  petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus,
menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat
suara yang sudah digunakan;
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¢.  petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah
digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi
tidak sah;

d.  lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu
kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e.  lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih,
mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Faktanya, Posita Permohonan Pemohon tiadk ada satupun yang menjelaskan
terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU No.1
tahun 2015 agar dapat dilakukan PSU sebagaimana Petitum angka 4

Permohonan Pemohon.

Bahwa petitum harusnya merupakan permintaan dari seorang pemohon atas
kejadian yang diterangkan dalam posita Permohonan, bukan sesuatu yang
tiba-tiba ada dan diminta oleh pemohon tanpa menjelaskan dasar-dasarnya
dalam Posita. Berdasarkan hal tersebut petitum pemohon angka 4 agar
dilakukan PSU di seluruh TPS 9 Kecamatan, tanpa mengikutsertakan
pasangan Calon No.01 dan Pasangan Calon No.03, tanpa menjelaskan kenapa
Paslon No.01 dan paslon No.03 tersebut tidak dikutsertakan dalam PSU
tersebut, serta tanpa menjelaskan kejadian mana yang menyebabkan syarat-
syarat dalam Pasal 112 UU No.1 tahun 2015 telah terpenuhi sehingga dapat
dilakukan PSU, menunjukan Permohonan Pemohon tidak dilandasai dengan
dasar argumentasi serta alasan yang jelas, oleh karenanya Permohonan

Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur.

3. Petitum Pemohon angka 3 dan angka 4 juga menunjukan bahwa Permohonan

Pemohon adalah kabur, karena dalam Petitum angka 3 Pemohon meminta
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agar KPU mendiskualifikasikan Pihak Terkait dan pada petitum angka 4
meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS 9
Kecamatan, tanpa mengikutsertakan pasangan Calon No.01 dan Pasangan
Calon No.03. Jika Petitum tersebut dikabulkan, maka PSU yang diminta oleh
Pemohon hanya akan di ikuti oleh Pemohon saja, dimana anehnya, Pemohon
dalam positanya tidak pernah menjelaskan kenapa PSU tersebut hanya boleh
diikuti oleh Pemohon saja, sedangkan pasangan calon lain tidak boleh

diikutsertakan dalam PSU tersebut.

Petitum yang seperti tersebut di atas jelas menunjukan bahwa Permohonan
Pemohon tidak dilandasai dengan dasar argumentasi serta alasan yang kuat
dan jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan

kabur.

IV. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN MELEWATI
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK 6/2020, disebutkan Pemohon
dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja
sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) oleh

Pemohon atau Kuasa Hukum.

2. Bahwa berdasarkan AP3 permohonan Pemohonan yang diterbitkan oleh
Mahkamah Konstitusi, yaitu AP3 No.52/PAN,MK/AP3/12/2020 beserta
DKP3 yang menjadi Lampiran AP3 tersebut, Permohonan diajukan oleh
Pemohon pada tanggal 18 Desember 2020. Hal tersebut dapat dilihat dalam
Cap pada file Permohonan Pemohon yang di upload di website Mahkamah

Konstitusi. Maka berdasarkan tanggal diajukannya Permohonan serta Pasal

Keterangan pihak terkait Perkara No.51/PHPU.BUP-XIX/2021 15



TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP
ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, JI. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan
email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 — 082263044444

13 PMK 6/2020, maka Pemohon dapat mengajukan perbaikan Permohonan
paling lambat pada tanggal 22 Desember 2020.

3. Bahwa perbaikan Permohonan paling lambat harus diajukan pada tanggal 22
Desember 2020 juga secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Perbaikan
Permohonan angka III huruf [e] halaman 15, akan tetapi faktanya, perbaikan
permohonan diajukan pemohon tanggal 23 Desember 2020. Hal tersebut
sebagaimana dapat dilihat pada cap pada file Perbaikan Permohonan yang di
up load pada website Mahkamah Konstitusi, yang memberikan cap tanggal

23 Desember 2020 pada perbaikan permohonan Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Perbaikan Permohonan yang diajukan
Pemohon telah melampaui batas waktu mengajukan Perbaikan Permohonan
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PMK 6/2020, oleh karenanya perbaikan

permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.  Bahwa meskipun Pihak Terkait menganggap Perbaikan Permohonan
Pemohon terlambat didaftarkan sebagaimana kami sampaikan dalam bagian
eksepsi, Namun dalam Keterangan Pihak Terkait ini kami menjawabnya
berdasarkan Perbaikan Permohonan, karena ternyata yang diregister oleh
Mahkamah Konstitusi adalah Perbaikan Permohonan yang menurut kami
terlambat di daftarkan sebagaimana kami uraikan dalam bagaian Eksepsi di

atas.

2. Bahwa Pihak Terkait pada prinsipya menolak dan membantah semua dalil-

dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan,
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karena dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta
-fakta yang sebenarnya. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya 2020 berlangsung dengan lancar dan kompetitif sesuai dengan
asas langsung, umum, jujur, adil, bebas dan rahasia serta ditempuh melalui
prosedur yang telah ditentukan. Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 Tidak ada penyalahgunaan biaya operasional
percepatan penanganan Covid-19 untuk pemenangan Pihak Terkait serta
tidak ada bantuan-bantuan khususnya dalam bentuk hibah lainnya yang

dikaitkan dengan pemenangan salah satu calon, khususnya Pihak Terkait.

Hal tersebut diakui oleh Pasangan Calon No.01 H. Azies Rismaya Mahpud
dalam Surat Keteranganya tertanggal 17 Januari 2021 serta Pasangan Calon
No.03 Cep Zam-zam Dzulfikar Nur, S.Sos dalam Surat Pernyataan tertanggal
17 Januari 2020 (vide Bukti PT - 60). Bahwa pengakuan dari kedua
pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun
2020 tersebut membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon dalam

permohonannya adalah ilusi atau khayalan Pemohon semata.

3. BahwaPemohon dalam Perbaikan Permohonan hurufA telah mengakui bahwa
selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020, telah tidak memenuhi ambang
batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU No.1 tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah
dengan UU No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
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4. Pemohon telah mengakui secara jelas bahwa ambang batas untuk mengajukan
Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya
tahun 2020 adalah paling banyak 4.795 suara atau 0,5% (nol koma lima
persen) dari total suara sah hasil rekapitulasi suara akhir yang ditetapkan KPU
Kab. Tasikmalaya. Bahwa Faktanya selisiah suara antara Pemohon dengan
Pihak Terkait adalah 7.073 suara atau sekitar 0,7% (nol koma tujuh persen),
sehingga selisih suara tersebut tidak memenuhi ambang batas sebagaimana

ditetapkan dalam Pasal 158 ayat 2 tersebut di atas.

5. Bahwa Pemohon kemudian merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah
Konstitusi untuk menjustifikasi agar tidak terpenuhinya ambang batas
tersebut tetap dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dengan merujuk

kepada :

L

Putusan No.50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkaita sengketa

hasil Pilkada Kab. Intan Jaya.

b. Putusan No.14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkaita sengketa
hasil Pilkada Kab. Tolikara.

c. Putusan No.4Z/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 terkaita sengketa
hasil Pilkada Kab. Puncak Jaya.

d. Putusan No.52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 terkaita sengketa
hasil Pilkada Kab. Kepulauan Yapen.

e. Putusan No.51/PHP.BUP-XV/2018 tanggal 17 September 2017 terkaita

sengketa hasil Pilkada Kab. Mimika.

6. Bahwa Pemohon telah keliru menjadikan kelima putusan tersebut sebagai

rujukan untuk menjustifikasi agar Permohonan Pemohon yang tidak
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memenuhi ambang batasnya tersebut tetap dapat diperiksa oleh Mahkamah
Konstitusi. Bahwa kelima perkara pilkada di Kab. Intan Jaya, Kab. Tolikara,
Kab. Puncak Jaya, Kab. Kepulauan Yapen dan Kab. Mimika tersebut belum usai
tahapan pelaksanannya sampai dengan rekapitulasi suara di tingkap KPU
Kabupaten masing-masing, karena terjadinya hal-hal tertentu yang membuat
rekapitulasi tingkat Kabupaten di lima daerah tersebut tidak selesai. Sehingga
Mahkamah Konstitusi menerima kelima perkara tersebut untuk kemudian
memerintahkan KPU di kelima Kabupaten tersebut untuk menyelesaikan dan
melanjutkan terlebih dahulu tahapan Pemilihan sampai dengan rekapitulasi

tingkat Kabupaten selesai dilaksanakan.

7. Kondisi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020
adalah berbeda dengan kondisi Pemilihan di 5 wilayah yang menjadi rujukan
Pemohon tersebut di atas. Dimana semua tahapan dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 telah selesai dilaksanakan sampai
dengan rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh KPU Kab.
Tasikmalaya, dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kab. Tasikmalaya
Nomor: 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya
Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 yang seharusnya menjadi objek
dalam perkara ini (vide Bukti PT - 01).

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempunyai sikap dan putusan yang tegas,
terkait syarat wajib terpenuhinya ambang batas sebagaimana diatur dalam
Pasal 158 ayat 2, dimana syarat tersebut harus terpenuhi agar suatu
Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat
memenuhi syarat formil dan dapat diterima untuk diperiksa oleh Mahkamah

Konstitusi.
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9. Sikap Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan Permohonan yang
melampaui ambang batas tersebut dapat dibaca dalam banyak pertimbangan
hukum - pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain
dalam Putusan Nomor No.16/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu, Putusan
No:1/PHP.BUP-XV /2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV /2017, tanggal 3 April 2017
terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera
Tengah, dan Putusan No.56/PHP.KOT-XVI/2018 dalam Perselisihan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Madiun.

Dalam Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
8/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Halmahera Tengah angka [3.3] huruf b, Mahkamah antara lain

menyatakan :

‘Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah
tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN,
sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan
menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan
dalam Putusan Nomor 58/PUU-XII1/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK
1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula,
Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU
PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai
pelaksana (sementara) Undang - Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan
kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang - Undang atau kedudukan
Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari
pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang -
Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang
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melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C
ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana
ketentuan Undang - Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh
karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan
dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di
satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan menurut kaidah - kaidah penalaran hukum
sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteksi akuntabilitas
peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak -
pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma
yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk
tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh
jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak - tidaknya sama
kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”

Begitu juga dalam Pertimbangan Hukum angka [3.3] huruf b Putusan
No:1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017
Mahkamah kembali juga menegaskan pentingnya ambang batas sesuai Pasal
158 dan pentingnya Mahakamah untuk tidak melanggar ketentuan ambang
batas tersebut dalam memeriksa perselisihan hasil pemilihan Gubernur,

Bupati dan Waikot :

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak
mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab
mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang
putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI11/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan
PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula,
Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU
10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana
(sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan
Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah
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dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C
UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya
dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan
kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat
(1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan
Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu,
Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih
menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu
pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga
dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan
(judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain
secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan normayang ditentukan
dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan
permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki
argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan
argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP- XIV/2016, bertanggal 21
Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas
kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April
2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3] juga yang menjadi rujukan
Mahkamah Konstitusi untuk menolak perselisihan Perselisihan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Madiun, sebagaimana dapat dibaca dalam
pertimbangan hukum Putusan No.56/PHP.KOT-XVI/2018.

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dengan melihat sikap dan putusan
Mahkamah Konstitusi selama ini yang tetap konsisten dalam menolak
permohonan perselisihan hasil pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas
sebagaimana ditentukan Pasal 158 tersebut di atas, maka Permohonan
Pemohon haruslah ditolak karena tidak memenuhi ambang batas sebagaimana

dipersyaratkan dalam Pasal 158 tersebut. Apalagi faktanya, dalil-dalil
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Pemohon juga bukan tentang perselisihan penetapan perolehan hasil
penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU
8/2015], akan tetapi lebih kepada tuduhan-tuduhan Pemohon berkenaan
dengan penyelenggaraan Pemilihan itu sendiri, yang bukan kewenangan

Mahkamah Konstitusi akan tetapi merupakan kewenangan Bawaslu.

Tanggapan Pihak Terkait atas Tuduhan Pemohon Terkait Kejahatan
Demokrasi dalam bentuk penyalahgunaan APBD - Uang Rakyat Secara TSM
guna memenangkan Pihak Terkait, sebagaimana dalam Perbaikan
Permohonan Pemohon, terkait adanya kenaikan APBD tahun 2020 serta
APBD-P tahun 2020 Kab. Tasikmalaya, pada huruf B Halaman 19 - 30

Perbaikan Permohonan.

11. Tuduhan Pemohon tentang penyusunan dan penyalahgunaan APBD tersebut
di atas, kemudian dikaitkan oleh Pemohon dengan pemenangan Pihak terkait

melalui :

a.  Program dan Biaya Operasional RT Siaga (Halaman 20 -23 Perbaikan
Permohonan);

b.  Biaya operasional gugus tugas Penanganan Covid 19 tingkat kecamatan
di wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Halaman 24 - 25 Perbaikan
Permohonan);

¢.  Tuduhan Pemohon adanya bantuan sosial kepada Pesantren, Sekolah,
Masjid-masjid, Majelis Ulama Indonesia, Pejabat Negara seperti Kapolres,
Kajari, Dandim serta ASN lainya dari Satuan Gugus Tugas Covid -19
melalui alokasi Bantuan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dalam
Perbaikan Permohonan halaman 24 - 28, yang kemudian oleh Pemohon

dikaitkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya
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tahun 2020.
d. Percepatan Program Sertifikat Tanah Wakaf (angka 15 Halaman 27

Perbaikan Permohonan)

Bahwa terkait tuduhan-tuduhan Pemohon sebagaimana dalam
Permohonan maupun Perbaikan Permohonan tersebut di atas, Pihak
Terkait dengan ini akan memberikan tanggapannya sebagaimana di

bawabh ini.

12. Pihak Terkait dengan ini menolak dan membantah tuduhan Pemohon,
berkenaan dengan adanya kenaikan APBD tahun 2020 serta APBDB-P tahun
2020 Kab. Tasikmalaya, pada pos belanja tidak terduga sebagaimana diuraikan
Pemohon pada huruf B angka 9 dan 10 Halaman 19 - 20 Perbaikan
Permohonan, yang kemudian oleh Pemohon dikaitkan dengan upaya
pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tasikmalaya 2020.

Bahwa tidak benar penyusunan APBD TA 2020 serta ABPD-P TA 2020 adalah
untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati
danWakil Bupati Tasikmalaya 2020. Pihak Terkait juga tidak pernah
memanfaatkan kenaikan APBD TA 2020 maupun APBD-P TA 2020 untuk
kepentingan kemenangan ataupun keuntungan Pihak Terkait dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020.

13. Bahwa Penyusunan APBD TA 2020 maupun APBD-P TA 2020 telah mengikuti
prosedur yang ditentukan mulai dari penyusunan dan pembahasan di Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sampai dengan pembahasan oleh Badan

Anggaran DPRD Kab Tasikmalaya untuk kemudian disahkan dalam Rapat
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Pleno DPRD Kab. Tasikmalaya sampai menjadi Peraturan Daerah tentang
penetapan APBD dan APBD-P Kab. Tasikmalaya TA 2020 (vide bukti PT - 18,
PT - 07 dan PT 08)

14. Bahwa Pemohon adalah pihak yang ikut mempersiapkan, menyusun dan
membuat APBD TA 2020, mengingat kedudukan Pemohon sebelum mengikuti
Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah seorang
Aparatur Sipil Negara di Kab. Tasikmalaya dengan jabatan terakhir sebagai
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab.
Tasikmalaya, dimana Pemohon baru mengundurkan diri sebagai Kepala
BAPPEDA Kab. Tasikmalaya pada sekitar bulan Juni 2020 untuk mengikuti
Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020.

15. Bahwa sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Tasikmalaya, Pemohon juga ikut secara
aktif mempersiapkan serta terlibat dalam penyusunan APBD maupun APBD-P
Kab. Tasikmalaya TA 2020, dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.221-BPKPD /2019 tertanggal 23 Agustus 2019,
tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan
dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tasikmalaya, Pemohon sebagai Kepala BAPPEDA merupakan anggota Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Tasikamalaya dengan kedudukan
sebagai Wakil Ketua TAPD (vide bukti PT - 06).

16. Bahwa APBD TA 2020 dan APBD-P TA 2020, merupakan produk yang ikut
direncanakan, disusun dan dibuat sendiri oleh Pemohon selaku Kepala
BAPPEDA serta anggota TAPD Kab. Tasikmalaya, sehingga Pemohon dari awal
penyusunan APBD sudah memahami dan mengetahui sepenuhnya tentang

alokasi-alokasi kegiatan serta besaran pos-pos anggaran yang ada di APBD TA
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2020 dan APBD-P TA 2020 tersebut di atas, termasuk pos-pos anggaran yang
dipermasalahkan oleh Pemohon, mengingat BAPPEDA Kab. Tasikmalaya yang
dipimpin oleh Pemohon merupakan perencana pembuatan RAPBD TA 2020
Kab. Tasikmalaya, termasuk saat pembuatan RAPBD-P TA 2020. Sehingga
Dalil-dalil Pemohon yang mempertanyakan APBD TA 2020 dan APBDP TA
2020 lebih layak ditanyakan kepada diri Pemohon sendiri, sebagai Kepala
BAPPEDA Kab. Tasikmalaya yang mempunyia peran yang lebih aktif dalam
perencanaan, penyusunan maupun penganggaran APBD TA 2020 dan APBDP
TA 2020 tersebut dibandingkan Pihak Terkait.

17. Bahwa dalam pembahasan APBD TA 2020 baik di Badan Anggaran maupun
dalam Rapat Pleno DPRD Kab. Tasikmalaya, tidak terdapat keberatan ataupun
penolakan dari DPRD Kab. Tasikmalaya, termasuk dari Partai Politik yang
mengusung Pemohon. Pemohon merupakan paslon yang didukung dan
dicalonkan oleh mayoritas Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kab.

Tasikmalaya (vide bukti PT - 18, PT - 07 dan PT 08)

Pemohon merupakan pasangan calon yang didukung dan dicalonkan oleh
Gabungan Partai Politik yang mempunyai kursi terbesar di DPRD Kab.
Tasikmalaya dengan jumlah total 23 kursi yaitu Partai Golkar 7 kursi, Partai
Kebangkitan Bangsa 8 kursi, Partai Amanat Nasional 5 kursi dan PKS 3 kursi.
Sedangkan Pihak Terkait hanya didukung dan dicalonkan oleh gabungan
partai politik yang hanya mempunyai 13 kursi yaitu Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan yang mempunyai 6 kursi serta Partai Persatuan
Pembangunan 7 kursi dan Paslon No.01 didukung oleh Partai Gerindra 9 kursi
dan partai Demokrat 5 kursi atau total 14 kursi sedangkan Paslon No.03

merupakan calon perseorangan.
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18. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait
jauh-jauh hari melalui penyusunan APBD TA 2020 telah merencanakan untuk
menggunakan pos-pos anggaran bantuan tidak terduga sebagai bagian dari
memenangkan Pihak Terkait selaku petahana adalah dalil-dalil yang tidak

berdasar, dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

19. Bahwa besaran Dana Hibah serta Bansos dalam pos belanja tidak terduga
APBD serta APBD-P Kab. Tasikmalaya TA 2020, merupakan konsekunsi logis
dari adanya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya
tahun 2020 serta terjadinya penanganan pandemic Covid 19, yang
membutuhkan pembiayaan yang tidak terduga dari APBD serta diperlukan
adanya bantuan social kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak akibat

terdampak oleh adanya Pandemi Covid-tersebut.

20. Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab.
Tasikmalaya tahun 2020, sesuai ketentuan Pasal 166 ayat 1 UU No.1 tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah melalui UU No.6 tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga UU No.1 tahun 2015, pendanaan pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota wajib dibiayai dari APBD daerah yang
menyelenggarakan Pemilihan tersebut. Ketentuan Pasal 166 ayat 1 sendiri

secara tegas menyatakan:

Pasal 166

(1). Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran

Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang- undangan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat 1 di atas, maka Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya wajib menganggarkan dana hibah untuk pendanaan pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020, sehingga
terjadi kenaikan dalam jumlah yang cukup signifikan dalam post anggaran
belanja tidak terduga untuk hibah dalam APBD TA 2020.

21. Sedangkan kenaikan dana hibah serta bantuan social dalam APBD-P TA 2020
juga merupakan konsekuensi logis dari adanya penundaan pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 karena
pandemi covid 19, dan kemudian dilaksanakan dengan menggunakan protokol
Covid 19, adanya penanganan dan penanggulangan penyebaran dan penularan
Covid-19 di Kab Tasikmalaya, serta bantuan social kepada Masyarakat Kab.
Tasikmalaya yang secara social ekonomi terdampak Covid 19. Pelaksanan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 dengan
menggunakan protokal covid 19 tersebut membawa dampak adanya kenaikan
pendanaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya
tahun 2020, sehingga mau tidak mau, dana hibah yang ada dalam APBD TA
2020 harus dilakukan perubahan untuk mengakomodasikan kenaikan
anggaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya
tahun 2020. Demikian juga dengan besaran dana bantuan sosial merupakan
pos-pos pendanaan yang memang sepenuhnya digunakan oleh Pemkab
Tasikmalaya untuk bantuan untuk menanggulangi penyebaran dan
pencegahan penularan Covid-19 di Kab. Tasikmalaya serta bantuan social
kepada Masyarakat Kab. Tasikmalaya yang secara social ekonomi terdampak
akibat pandemic Covid 19 tersebut (Vide Bukti PT-09). Pihak Terkait tidak

pernah mengkaitkan atau memanfaatkan dana untuk menanggulangi

Keterangan pihak terkait Perkara No.51 /PHPU.BUP-XIX/2021 28



TIM ADVOKASI
H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, JI. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan
email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 — 082263044444

penyebaran dan pencegahan penularan Covid-19 di Kab. Tasikmalaya serta
bantuan social kepada Masyarakat Kab. Tasikmalaya yang secara social
ekonomi terdampak akibat pandemic Covid 19 tersebut, dengan upaya
pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya 2020. Penganggaran dana pencegahan dan penanggulan
penyebaran Covid-19 tersebut merupakan amanat dan program dari
Pemerintah Pusat yang mau tidak mau, suka tidak suka, ada atau tidak ada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, program tersebut harus dilaksanakan oleh
seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia, termasuk Pemerintah Kab.

Tasikmalaya.

22. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari Sekretaris Daerah Kabupaten
Tasikmalaya melalui Surat Keterangan No.P/0081/987/BPKD/2021 tanggal
13 Januari 2021 (vide Bukti PT - 13), kenaikan dana hibah tersebut tidak ada
kaitannya sama sekali dengan pemenangan Pihak Terkait selaku Petahana
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Dana hibah
Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah No.2
tahun 2020 tentang Perubahan ABPD Kab. Tasikmalaya tahun 2020 adalah
sebesar Rp.174.013.850.000,- naik 46,57% atau naik sebesar
Rp.81.032.350.000,- dibandingkan APBD TA 2019.

Kenaikan dana hibah sebesar tersebut di atas, kemudian dihibahkan untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020
dengan total sebesar Rp.81.800.000.000),- dengan rincian alokasi hibah kepada
KPU  sebesar Rp.54.600.000.000,-, hibah kepada Bawaslu sebesar
Rp.19.700.000.000,- dan hibah untuk pengamanan penyelenggaraan
Pemilihan ~ Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 sebesar
Rp.7.500.000.000,-. Berdasarkan hal tersebut, dana hibah TA 2020 diluar
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alokasi untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya 2020 justru cenderung menurun jika dibandingkan dana hibah
TA 2019. Dimana kenaikan dana hibah TA 2020 adalah Rp.81.032.350.000 dan
dipakai untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya 2020 Rp.81.800.000.000 atau justru turun sebesar
Rp.767.650.000,-.

23. Kenaikan anggaran bantuan sosial TA 2020 adalah naik sebesar
Rp.12.188.221.750,-. Penambahan anggaran bantuan social tersebut
diperuntukan bagi individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko
social, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1
tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan

Covid-19 di Kab. Tasikmalaya.

Kenaikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa TA 2020 pada
Perubahan APBD TA 2020 adalah untuk bantuan keuangan kepada desa yang
peruntukannya bagi pembayaran gaji /penghasilan tetap Para Kepala Desa
Bulan September s/d Desember 2020 yang belum teranggarkan dalam APBD
TA 2020 serta untuk alokasi bantuan keuangan infrastrktur, namun bantuan

keuangan infrastrktur tidak terealisasikan.

Sedangkan kenaikan belanja tidak terduga pada Perubahan APBD TA 2020
dari sebelumnya di APBD TA 2020 sebesar Rp.15.000.000.000,- menjadi
Rp.90.000.912.942 dalam Perubahan APBD TA 2020 adalah karena adanya
refocusing dan realokasi anggaran untuk dijadikan anggaran percepatan
penanganan Covid 19, sebagaimana diwajibkan dalam Perpu No.1 tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman
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yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas system
keuangan, Instruksi Presiden RI No.4 tahun 2020 tentang Refocussing
kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadan barang dan jasa dalam rangka
Percepatan penanganan Corono Virus dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan
Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa untuk percepatan
penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang belum dianggarkan yang
untuk selanjutnya diusulkan dalam perubahn APBD , dimana pembebanan

pengeluaran tersebut dilakukan melalui pos Belanja Tidak Terduga.

24. Bahwa APBDP Kab. Tasikmalaya TA 2020 dibuat dan disahkan pada bulan
Nopember 2020, pada saat Pihak Terkait sedang dalam keadaan cuti untuk
keperluan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 dan
pembahasan sampai disetujuinnya APBD-P TA 2020 oleh DPRD Kab.
Tasikmalaya dilaksanakan oleh PIt. Bupati Tasikmalaya bukan oleh Pihak

Terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dalil Pemohon yang mengkaitkan
kenaikan dana hibah dalam APBD TA 2020 dan APBD-P TA 2020 dengan hasil
perolehan suara Pihak Terkait adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan

hukum maupun fakta yang sesungguhnya, sehingga harus dikesampingkan.

25. Terkait Tuduhan Pemohon tentang adanya penyalahgunaan Dana Bantuan
Penanganan Covid-19 untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait
sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan halaman 20-25, dimana Pemohon
juga menuduh pada saat pembagian dana bantuan penanganan covid-19

tersebut dibarengi dengan adanya intimidasi serta permintaan dari Kepala
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Desa atau Camat agar para penerima dana bantuan memilih Pihak Terkait
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 adalah
tidak benar. Pihak Terkait dengan ini menolak dan membantah tuduhan-
tuduhan dari Pemohon tersebut, karena tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut
tidak benar, tidak mempunyai dasar argument yang jelas serta tidak

mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.

26. Bahwa Tuduhan pemohon adanya penyalahgunaan Dana Bantuan Penanganan
Covid-19 untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait sebagaimana dalam
Perbaikan Permohonan halaman 20-30, dimana Pemohon juga menuduh pada
saat pembagain dana bantuan penanganan covid-19 tersebut dibarengi
dengan adanya intimidasi serta permintaan dari Kepala Desa atau Camat agar
para penerima dana bantuan memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 merupakan dalil pengulangan
atas tuduhan lama yang sudah pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kab.
Tasikmalaya serta telah diproses di Bawaslu ataupun Sentra Gakkumdu Kab.
Tasikmalaya, dan Bawaslu Kabupaten telah menyatakan tuduhan-tuduhan

tersebut telah tidak terbukti.

27. Bahwa pelaporan dan proses di Bawaslu terkait tuduhan-tuduhan tersebut di
atas, yang telah selesai di proses di Bawaslu/Sentra Gakkumdu Kab.

Tasikmalaya antara lain dapat dilihat dalam :

a. Perkara dengan Register No.03/LP/PB/Kab/13.26/X11/2020, terkait
tuduhan Dugaan Money Politi<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>